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ABSTRAK

Menurwt Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
vaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin amara seorang pris dengan scorang
wanita scbagal suami istern dengan twjuan membentuk kelures atau rumah
tangga yang babapia dan kekal berdasarkan Keluhanan Yang Maha Esa
Sedangkan, perkawinan menueut hokum Islam adalah pernikahan, vaitu akad
yang sangat kuat atau srifsegar ghalidzan untuk mentasti perintah Allah SW'1
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hasil skripsi ini membabas eptang perkawinan tdak tercatal Karena
penulis melihat elah banyak tecjadi perkawinan semacam ini. Oleh sebab i,
penulis menganpgkal masalab ini sebagai judul skripsi, Yang dimaksud dengan
perkawinan tidak tercatat adalab perkawinan yang dilakukan olch orang-orang
[slam, memenubi baik rukup-rukon magpun syarl-syaral perkawinan menueat
bukum Islam, tetapi tidak didafiarkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Peckawinan
tidak tercatat ini disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan
di bawah tangan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam, dengan sendirinya
menimbulkan akibat bukum baik terbadap isteri maupun anak.

Pendekatan masalah vang penulis gunakan adalah pendekatan masalah
vuridis sosiologs dimana melibat peraturan perundang-undanpan vanp berlaku,
Sedangkan data yanp dipergunakan dalam peoelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Analisis vang digunakan adalab analisis kualvstil vailu uraian
vang penulis lakukan terbadap data yang terkumpul dengan tidak mengpunukan
angka-angka tetapl berdasarkan kepuda peratoran perundanp-undanpan yang
berlaku,

Pembabhasan dalam penelitian ind adalah pelaksanaan perkawinan tidak
tercatal, faklor-faktor yang menyebabkan terjadinys perkawinan tidak tercatat,
dan akibat hukum yang akan dibadapi oleh para pihak dalam melakukan
perkawinan tidak tercatal, serta upava hukum yang dapat dilakukan oleh para
pibak dalam melakukan perkawinan tidak tereatal apabila terjadi perceraian,

Daari hasil peneliian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut @ faktor-fakior yang menyebabkan tedadinya perkawinan tidak lercatat
vaitl adanya [uktor ketidak setujuan dasi orang tua, faktor poligami, fakior
kurangnya pengetahuan, dan serta [aktor biava. Sedangkan, akibal hukum yvang
dihadapi oleh para pibak dalam melakukan perkawinan idak tercatat vailu tidak
mempunyal akibat hukum vang mengikat dan tidak mempunyai kepastian
hukum. Dan terakhir, upaya hukum yang dapat dilakukan aleh para pibak dalam
melakukan perkawinan tidak tercatat apabila terjadi perceraian adalah dengan
cira menpesahkan perkawinan terscbut terlebib dabulu ke Pengadilan Agama.



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Judul

Perkawinan  merupakan  kebutuhan manusia o sejak zaman dabulu,
sekarang dan masa vang akan datang sampai akhic zaman. Oleh karena i,
perkawinan adalah masalah yang penting di kalangan masyarakat dan peraturan
bukum. Seccara bahasa, perkawinan berarti hubungan suami istri. Scdangkan,
menurul Pasal | Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
adalah :

Perbawinear ialah ikatan lafiiv haihin cmara seovany prio
dengun seoramy warile sebagael suami o iserl dengon fwjwan
membentuk kelearpa fromak ftangga) vong balagio dan kekal
berdavarkar Ketuhanan Yarg Maha Esa,

Pencantuman berdasarkan Eewhanan Yang Maha Esz adalab karena
negara [ndonesia berdasarkan kepada Pancasila vang sila perlamanva adalah
Retuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan
mempunyal bubungan yang crat sckali dengan apama, kerohanian sehingpa
perkawinan bukan saja mempunyal unsur lahicjasmani tetapi juga memiliki
unsur batinfrohani. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum [slam, seperti yang

terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hokum Islam adalsh



perntkalian vailu akad yvang sangat kual uotuk menaali perintah Allah SW dan
melaksanakannya merupakan thadal.'

Perkawinan adelah merupakan sunnab Rasul. Barang siapa vang swdah
mulaksanakan thadah vang sate ind vaie dengan adanya pernikahan, maka dia
sidab melaksanakan dan mengamalkan separoh dan ibadahnya, D0 dalam
perkawinan, kedua belah pihak haruslah mendosarkan atas dasar suka swma
suka. Darn pengertian ite, maka tergambar dasar-dasar perkawinan diantaranva
perkawinan hanya sah apabila dilakukan atas dosar suka sama suka, dan
perkawinan  membutuhkan  persetujuan kedua  belah  pihak,  perkawinan
melabirkan  hak-hak  dan  Eewasjiban-kewsjiban vang  scimbang  termasuk
kebebasan bertindak. serta perkawinan bertujuan sepanjang hayat manusia.

Olch karena itu. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban vang
sama untuk melangsungkan perkawinan, Tidak ada orang vany biss melaranp
seseorang untuk memilikl pasangan hidup sepanjang itu masib dihalalkan aleh
agama. Cleh karena it perkawinan mempunyai pengaruh vang sanpat Juas, baik
dalam: hubungan kekeluargaan mauvpun dalam kehidupan bermasyarakatr dan
bernegars,  Maka, sudah  scharusnya  kita  menpgetahed, memahami  dan
melanpsungkan perkawinan sesual dengan perateran yang berlake,

Di dalam pasal 2 ayat (I} Undang-undang Nomaor 1 Tahun 1974
mengatakan perkawinan adalah sah. apabila dilakukan menurut bukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya il Sedangkan dalam Pasul 2 ayal (2)

b Amiue Nuruddindkk., Sk Pevdaa Sl di fnchmsesia St Keiie Perdembanzan Hulon
ftory Dari ki, DU Nod Takuen D97 samga KHL Jakarts Kencana, 2004,

It



Undang-undang Mo, 1 Tahun 1974, menpatur pula tap-tiap perkawinan dicata
menurut perundang-undangan vang berlaku.”

Diemukian pula dengun penjelasan Undang-undanyg Momor 1 Tabun 1974,
menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan ite hanva bersifac administratil
belakia. Hal ini berarts tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan iu tetap sah,
asal rukun dan svarat sebagaimana ditentukan menumat hukum Islam tersebuoi
terpenuhi.”

D dalam pasal 2 avat (1) PP No.9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaon UU
Nel Tahun 1972 Tenlang  Perkawinan menegaskan  habwa, pencatatan
perkowinan dan mercka yang melangsungkan perkowinanoya menurul agama
Islam, dilakukan oleh Pegawal Pencatat schagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954 Temang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,

Falau kita libat sebeparnya masib lerdapal keanckaragaman hukum
teptang sahnya suatu perkawinan, dan masalah ini sudah banvak dibahas aleh
para sarjana Kila, Barangsiapa vang tunduk kepada hukum Perdata Barar (BW)
dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang it baru sah
apabila  dilanpgsungkan  sesuai syara-syarat dan kelenoan agama
dikesampingkan,”

Apabila di dalam sustu perkawinan tidak dilangsunpgkan sesuai dengan

peraturan-petaturan hukum vang berlaku, maka salah saie pihak dapar dengan

TR, Subekiidkk., Kitab Undang-undasg Hukum Perdarg, Takantn: Pradaya Parmii, 2000,
Il 554

* ML Idriz Ramulyo, Hafas Pestawina, Hukuor Kewarisan, Hakabe acara Poraditon Aram
aan Faker Menueur Hiluns Dl Salarta: Sirer Creafika, ZOO0,

: soedarvo Saimin, Futien Crang dar Fetwarss Perspektil Hidking Ferdare Barp/BW, Fvkem

Srta clans Mk Advr, Jakara: Sinar Gralka, 1992, hal -
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leluasa mengakhint suatu perkawinan, Hal inl dapat merougikan para pihak vang
melakukan perkawinan tidak tercatal serta dapat menimbulkan akibat hukum.

Perkawingn tidak lereatat adalah perkawinan yvang dilakukan oleh orung-
orang lslam. memenuhi baik rukun-rubkun maupun syarat-syaral perkawinan
menurut hukum Islam, tetapt tidak didafiarkan pada pegawal pencatal nikah.
Maka, perkawinun e dapat dilaksanakan sccara hukum Ishon, tetapi Gduk
secara hukum yang berlaku, Perkawinan tidak tercatal ind i kepal juga denpan
istilah perkawinan pelap. Misalnya, beberapn pasangan summi iswi yang
erstatus Pepawai Negeo kawin tanpa melalui proses  Undang-undang
Perkawinan dan tanpa pendatiaran di Kantor Uresan Apama, Bagl masyarakat
perkawinan cara demikian dikenal dengan perkawinan liar”

Dengan  demikian, icilah  yang membuoat  penulis  tenarik  untuk
melakukan penelitian karcna masih banyak ditemui perkawinan tidak tercatat di
masyarakat. Oleh karepa i, penulis mengambil judul : “PELAKSANAAN
PEREAWINAN  TIDAK TERCATAT DAN AKIBAT HUKLUMNYA
DENGAN  BERLAKUNYA UU NOO o TAHUN 1974 TENTANG

PERFEAWINAN ( Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang 1.7

B. Rumusan Masalah
Berdusarkan dan latar belakang wvang penulis umaikan dialas, ada

beberapa hal vang dapat dirumuskan permasalahannya sebogai berikut ;

"ML Ldris Masmubye, Op.Cit



I-d

 Pelabsamuan perkawinan ok terestst vang banyak teradi pada s

sekorang 7
Faktor-taktor apa saja yvang menycbabkan terjadinva perkawinan tidak

tercatat?

- Akibat hukum apa saja yanp akan dihadapi oleb para pihak dalam

melakukan perkawinan udak tereatal”
Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan

peckawinan tidak lercatat apabila terjodi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka twjuan dar penelitian ioi

schagal berikut ¢

L

[

:L'\.

Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan tidak tercatal vang banyak

terjadi pada saat sekarang ind.,

. Untuk mengetabui fakior-faktor vang menyebabkan werjadinva perkawinan

tidak tercatat.

. Lintuk mengetaho akibat bukum vang dihadapi olel para pikak dalam

melakukan perkawinan tidak teecatat ini.
Untuk mengetahui upayva hukum yang dapat dilakukan oleh pora pihak
dalam melakukan perkawinan tidak tercatat tersebut apabila terjadi

perceriian,

1



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat

saal i ada beberapa istilah don pemahaman di Ralangan masyvarakm
kita tentung pengertian perkawinan tidak tereatat ataw nikah di bawah Langan.
Mikah dibawah tangan adalah pernikahan vang dilakukan secarn asama lslam
tetapl tidak dibadapan Pepawal Pencatat Nikah, artinya tidak dicatatkan, Wikah
i meskipun sab secara apama tetapl menurwt hekum vang berlaku tdak
memiliki kekuatan hukum. Ini sesuai denpan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukwm
lslam, schingga tidak dilindungt segala kepentingan dan sepala konsckucnsinva
aleh hukum.

Bunyak hal yang pegaiif’ yang kemungkinen buruk skan terjadi dari
pemikaban di bawah tangan, Adapun permasalahan atan kemungkinan buruk
vang akan timbul nantinya adaluh schagai berikus™

a. Tentang status hukum perkawinan dibawah tangan stau perkawinan

secara agama [slam. Perkawinan ini adalah perkawinan vang tidak
dicatat  menurut peraturan perundang-undanpan vang  berlaku.
Sedangkan menurut bukum perkawinan vang berlaku o Indonesia
vaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 temang Perkawinan dan
Kempilasi Hukum Islam uotuk menjamin ketentiban perkawinan,

maka setiap perkawinan harus dicatatkan,

oM. Saifullab, dik. Hukew fstoer Sofuss Permmealahan Nelvorga, Yopvakara: Ul Press
Indenesia, 2003, hal 44,

43



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasl penchiian yang penubis dapat selama melakukan

penelitian skeipsi ini. serta penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa

pihak. maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

I

ed

Pelaksanaan pekawinan Odak tercatat akan menimbulkan hal-hal yange
negatf vane kemungkinan burek akan ferjadi dan permkahan di bawah
tanpgan. MNikah di bawah tanpan adalah pernikahan vang dilakukan secara
agama lslam tetap tidak dibadapan Pegawan ]"anatﬂt NLE-.._I.I':~ 'ﬂJ‘t]I‘ljr‘l 1:51..'3]-:.
dicatatkan. Mikah i moeskipun sah SCCArH dLﬂEI'IH EHHEI mgp:&‘r'yiiiﬂlﬁw
vang berfaku tidak memilik kekuatan 11u|-c2111'.r:|.: 1‘,1__;;? i A-:,__ﬂ._!f‘l!]_H_L-_HE‘._.

Faktor-faktor wang menvebabkan teradinva perkawinan tidak 1ercatal
vaitu faktor ketidak setujuan dan orang tea, fakior peligami, fakior
kurangnya penpetahuan, dan serta faktor biava, Perkawinan tidak tercatat
dapat merugikan mereka vang melakukannya, karena perkawinan tersebut
tidak dapat diaku dan  dibuokttkan  sceara ssh menurut  peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Ferkavwinan tidak tercatal tdak mempunyai akibat hukum yang menzikat,
karena perkawinan tersebut tdak dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakw, Isten dan anak yang dilahirkan akibat

perkawinan terschut tidak mempunya kekoatan hukum yang letap serta

5
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